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ABSTRAK
Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana
Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Pengadilan Anak
(Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)

OLEH:
M. SYAHPUTRA LUBIS
NPM: 14.840.0082

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi
Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,
kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum
terhadap anak yang berhadapan dengan tindak pidana pencurian menurut Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan bagaimana pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana pencurian
pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian
Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap
berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang
hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta
peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (Field
Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung
melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang
berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Akibat hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau
dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No. 67/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Mdn adalah pidana penjara selama dua tahun dikarenakan pelaku
anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan
hakim pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan
hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah
bahwa perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan
yaitu Pasal 365 ayat 1 ke le dan ke2 KUH Pidana, dan mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan merugikan
korban serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap
sopan dan belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Pencurian, Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
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ABSTRACT
Legal Review of Children Faced with Theft Crime According to Law No. 11 of
2012 concerning Juvenile Courts
(Study of Decision No. 67 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn)

BY:
M. SYAHPUTRA LUBIS
NPM: 14,840.0082

Children are an inseparable part of human survival and the survival of the
nation and state. In the Indonesian constitution, children have a strategic role that
is expressly stated that the state guarantees the right of every child to survival,
growth and development as well as protection from violence and discrimination.
Therefore, the best interests of children should be lived out as the best interests for
the survival of humanity.

The problem in writing this thesis is how the legal consequences for children
who are dealing with criminal acts of theft according to Law No. 11 of 2012
concerning Juvenile Courts and how the judges consider in imposing punishments
on children who are perpetrators of criminal offenses in Decision No. 67 / Pid.Sus-
Anak /2017 / PN.Mdhn.

Data collection techniques are carried out in the following ways: Research
Library (Library Research). This method by conducting research on various
sources of written reading from scholars, namely theory books about law, legal
magazines, legal journals as well as lecture materials as well as regulations on
criminal acts and Field Research, namely by doing spaciousness in this case the
author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking a
decision related to the thesis title, namely a case about the crime of theft committed
by a child, namely Decision No. 67 / Pid.Sus-Anak /2017 / PN.Mdn.

The legal consequences of criminal acts of theft committed by children are
reviewed in accordance with Law No. 11 of 2012 and based on decision No. 67 /
Pid Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn is imprisonment for two years because child
offenders are proven to have committed theft by violence. Consideration of the
judge on Decision No. 67 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn in terms of imposing
punishments on the perpetrators of criminal acts of theft committed by children is
that the acts committed have fulfilled the elements in the indictment, namely Article
365 paragraph 1 to le and the second Criminal Code, and consider incriminating
matters, namely the actions of the perpetrators disturbing the community and
harming the victim and considering mitigating matters, namely the defendant is
polite and has never been punished.

Keywords: Theft, Children and Law No. 11 of 2012
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk
dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman
pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feif) di sini adalah
unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.'

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “Strafbaar feit”. Pembentuk undang-
undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” tanpa memberikan
sesuatu penjelasan mengenai pengertian “strafbaar feit” tersebut. Amir Ilyas
menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri
atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku
orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah
mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. °
Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada
umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya

yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma

'P.AF. Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I, Jakarta.
PT.Sinar Grafika, hlm. 179

ZAmir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.19

3C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka,
hlm.39
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hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu
keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi,
yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam
bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam
pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi
untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana
merupakan sanksi terakhir atau ultimum remedium.*

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan,
sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya
tersebut mengadakan hubungan-hubungan, yang diatur oleh hukum untuk
menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau
beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan
keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian
bagi pihak lain.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana
yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu
peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut
Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu

kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem

Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), yang bertujuan untuk

*Wirjono Prodjodikoro. 2009, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Eresco, hlm. 15
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menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan
perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Hakim dalam menyidangkan perkara anak mulai dari penyidikan,
penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus
atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama
proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan
anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan
terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi
lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam
bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai
pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-
kekuatan manusia serta masyarakatnya.’

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak
(impartial judge). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi,
mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai
hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian
telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di
depan hukum bagi setiap warga negara (equally before the law).°

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa
mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan

Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 2003, Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta,

LP3S, hlm. 71.
6 Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan
Peradilan (Conterm of Court), Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 56
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ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1

diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-

undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 Jo UU No. 11 Tahun 2012 menentukan:

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan
mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan
tindakan-tindakan. pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang
diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan
penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang
berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap
peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum
yang dilanggar.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak,
sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan
tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik
kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat
meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.’ Perlindungan

anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka

rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

7 Arief Gosita, 2003, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.
222.
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Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menentukan:
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak
yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas
pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menguta-
makan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak,
merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan
Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat
hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang
Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979).

Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan,
pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam
Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar
dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh,
kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi,
menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum
guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam
mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan
tersendiri.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan
pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan
dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan

negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:®

®Sri Widoyati Wiratmo Soekito Op Cit him. 75
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1. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang

landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

2. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat

kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.

3. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan

kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.

4. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.

5. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan

diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai
sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani
dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan
masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul
pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang
pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya
menggantikan generasi terdahulu.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi
Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,
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kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia.’

Kenakalan anak sering disebut dengan “juvenile delinquency,” yang
diartikan dengan anak cacat sosial.'® Romli Atmasasmita mengatakan bahwa
delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang
anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta
ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara
ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat."'

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “‘juvenile delinquency” dan
dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan
remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia
di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono “suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila
perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam
masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di
dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif”.'>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan

pelanggarnya diancam dengan sanksi;

? Ibid hlm. 77

Romli Atmasasmita, 2004, Hukum Pidana Anak, Bandung, Armico. hlm. 11.

""Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, him. 219.

"2 Sudarsono.2011, Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.
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b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang
berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;

c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat
melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari
sipelaku perbuatan tersebut."

Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang
Pengadilan Anak menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan
dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di
atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam
pengertian huruf a di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHPidana
tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf 5 di atas, karena
KUHPidana mengatur tentang tindak pidana.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin
dapat menghasilkan Anak Nakal adalah: '

a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat,
pemabuk, emosional;

b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian,
perceraian atau pelarian diri;

c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat
inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

13 Soedjono, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung; Rineka Cipta, him.38
'B. Simanjuntak. 2004, Kriminologi. Bandung: Tarsito, him. 55.
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d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu,
terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang
campur tangan,

e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat,
rumah piatu, panti-panti asuhan.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banya yang
menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi
timbulnya kejahatan anak, yaitu:

a. Faktor lingkungan;

b. Faktor ekonomi/sosial;

c. Faktor psikologis."

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya
merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif;
juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi
primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat. Menurut Bismar
Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap
menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orang tua saling
menunjang mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Pengadilan
Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan
Peradilan Umum. Istilah “peradilan” menunjukkan kepada lingkungan badan
peradilan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk UU No. 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya memiliki tujuan:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).

2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari
Psikologi dan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm. 31.
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3.  Kodifikasi dan unifikasi acara pidana.

4.  Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;

5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945.'

Perlindungan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus
bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai
subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa
depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia
berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia
Indonesia seutuhnya.'’

Berkaitan pemaparan di atas yang merupakan alasan penulis mengambil
judul tentang “Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak
Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang berhadapan dengan tindak
pidana pencurian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Pengadilan Anak ?

' Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR no, V/MPR/1973.
'7 Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta,
Rajawali Pers. hlm. 1
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak
pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No. 67/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Pengadilan Anak.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada
anak pelaku tindak pidana pencurian pada Putusan No. 67/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini
antara lain :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk
melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan
khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan

terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
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2. Secara praktis
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat
agar lebih berhati-hati agar tidak dalam mendidik anak agar tidak
melakukan kejahatan seperti pencurian.
b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan

dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana anak dan pencurian.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar,
tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti
tentang hasil yang akan dicapai. '® Adapun hipotesis yang diberikan dalam
rumusan masalah diatas adalah:

1. Akibat hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau
dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No.
67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn adalah pidana penjara selama dua tahun
dikarenakan pelaku anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan.

2. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn
dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak adalah bahwa perbuatan yang dilakukantelah memenuhi
unsur-unsur dalam surat dakwaan yaitu Pasal 365 ayat 1 ke 1e dan ke2 KUH

Pidana, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan

"®Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta. PT.Raja Grafindo
Persada, hlm. 109
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pelaku  meresahkan  masyarakat dan  merugikan  korban  serta
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan

dan belum pernah dihukum.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam
kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak
adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak
lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa
memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati.
Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang
merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional
memerlukan pembinaan dan perlindungan.l

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok
sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat
usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa
berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik
dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan
pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia
delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

! Kartini Kartono, 2004, Psikologi Apnormal, Jakarta: Pradnya Pramitha, hlm.35
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Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang
mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai
sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45
menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim
boleh memerintahkan supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau
memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak
dikenakan sesuatu hukuman.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai
pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum
berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang
berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

¢. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentan Perkawinan

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas
usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal
7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19
tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.l Tahun 1974 menyatakan bahwa batas

seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun
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bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut
diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih
dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun
dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka
ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu
untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

d. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun

2012 Tentang Pengadilan Anak

Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1
(satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.l11 Tahun 2012 Tentang Peradilan
Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang
menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak
yang belum berumurl8 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

e. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang
yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah penah kawin maka

telah dianggap dewasa.
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f. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam
kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-
undang berbeda mengatur dan mendefenisikan tentang anak ini. Hal tersebut
dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri.
Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang
dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan
dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan

memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak dalam kehidupan berkeluarga adalah harapan hari esok melainkan
juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah
generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh
karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan
mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehinga mampu
mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang
akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong

belaka jika tidak ada upaya aplikatif utuk merealisasikannya. Adapun upaya yang
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perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang
pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi
penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu
mengalami perubahan setiap saat.’

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun
para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk
memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan
melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak
anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23
Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan
berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak
ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam
Konvensi Hak-Hak Anak.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan
nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan
sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan
orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka
memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan
kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya)
sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang
pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang
tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk
mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang
tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam
pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-
norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

*Kartini Kartono, 2014, Patologi Sosial, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. him.21
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5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan
bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat
pendidikan khusus (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan (Pasal 10).

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial dam pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini
dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpatisipasi
dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,
eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan,
ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
(Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan
hubungan anak dengan orang tuanya.

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan
dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan
dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam
ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung
dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh
kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara
manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan
upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan
didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang
tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban
pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan
(Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa
bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli
bahasa.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam
hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acceptgd 11/26/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)



Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan
dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam :

1. Apak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang

2. lJ)iaklg ;anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,
orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu
memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-Undang No
23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.

Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan
menyayangi teman.

3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.

4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya.

5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang
mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas
merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan
dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka
merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari
perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham
bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai
korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana
yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang

harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya.
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Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain
sebagai berikut *:

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :

1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan
dan sebagainya).

2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat
hukum, dan pembelaan).

3) Mendapat kembali hak miliknya.

4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.

6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila
melapor atau menjadi saksi.

7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku
(sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan
kesejahteraan yang bersangkutan.

8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.

9) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :

1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main
hakim sendiri).

2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih
banyak lagi.

3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun
oleh orang lain.

4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan
pembuat korban.

6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian
pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil
bertahap/imbalan jasa).

7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan
keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki
hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:*
Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:
1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

® Arif Gosita, Op Cit hlm.58
* Nashriana, Op Cit hlm. 20-23
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3) Hak wuntuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka
mempersiapkan diri berpatisipasi dalam persidangan yang akan datang.

4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan
terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan
kasusnya.

2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.

3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan
mengenai dirinya.

4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.

5) Hak untuk menyatakan pendapat

6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan
penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam
KUHAP (Pasal 1 ayat 22).

7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif,
yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukumanyang manusiawi
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.

c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan
melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis,

mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi
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bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus
mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode
penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut
juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang
manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar
dalam meniti kehidupan.’

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga
kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk
kepentingan terbaik bagi anak.’

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai
bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam
melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam
Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat
perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang
diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan

sosial.’

3 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.1

%Ibid hlm. 3

7 Ibid hlm. 4
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Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup
baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan
oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh
bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya
menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang
cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang
diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan
anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi
pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara
justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak
kejahatan.®

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak
pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara dibelahan dunia ini, kondisi
anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi
korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan
ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan
negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan
karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang,
dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara.’

Hal ini sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang
mengeluarkan laporan tahunan di bawah judul “Situasi Anak-Anak di Dunia

1995” mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia. Menurut

®M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, hIm. 1
? Ibid hlm. 2
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laporan itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, hampir 2 (dua)
juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup
akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan
Guetamala, anak-anak dikenakan wajib militer.'”

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-
wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah
sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini
tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman
sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar
secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai
berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang
anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap
dirinya.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia pemidanaan
anak. Apalagi dalam KUH Pidana ditegaskan bahwa seseorang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri
yang bersangkutan. la harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut
ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan
usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang
karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang
sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga
dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia

berada pada posisi dewasa.''

' Ibid him. 3
"' Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Editama. hlm. 12
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Tetapi anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal
dengan istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan yang labil, proses
kemantapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif
dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak menggangu ketertiban
umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melaimkan kenakalan
karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping
itu pelakuknya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya
merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang
lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUH
Pidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu
bertanggung jawab. '

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah juvenile delinguency ini
menurut Adler adalah:"’

1) Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas dan
membahayakan jiwa sendiridan orang lain;

2) Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman
lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan
dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror
lingkungan;

3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku
(tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;

4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi
ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-
macam kedurjanaan dan tindakan asusila;

5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan
mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas,
menjambret, menyerang, merampok, menggangu, menggarong, melakukan
pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun,
tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas,
atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang
mengganugu sekitarnya;

"2 Ibid him. 13
" Kartini Kartono 2014, Op Cit hlm. 21-23
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7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau
didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior,
menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam,
kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;

8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang
erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

9) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng
aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa
kendali (promiscuity) yangdidorong oleh hyperseksualitas, dorongan
menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang kriminal
sifatnya;

10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas
lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;

11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga
menimbulkan akses kriminalitas;

12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan
pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;

13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan
pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

14) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-
anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan
lainnya;

15) Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics
lethargoical) dan ledakan maningitis serta post-encephalitics, juga luka-
luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan
kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu
melakukan kontrol diri;

16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak
yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiati Soetodjo akan terungkap apabila
kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol
pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain: '*

1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta
kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara linkungan masyarakat
dewasa ini sedang demam materiill di mana orang mendewa-dewakan
kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang
emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan
mudabh ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;

2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk
keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri.
Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan
di jalan raya;

" Wagiati Soetodjo Op Cit hlm. 17
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3) Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan
jalan mabuk-mabukan minuman keras.

4) Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektif ke
arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan
teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan
kawan sebaya;

5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari
identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal” sebagai
identitas baru serta subtitusi identifikasi yang lama.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang di
lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya :'

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;

2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;

3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian
1. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi”
yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata
“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri
dilaksanakan.'® Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang
lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita
harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-
hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah

suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak

" Ibid hlm. 20
' Ridwan Hasibuan, 2004, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan llmu-Ilmu Forensik, USU
Press, Medan, him.8
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sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari
Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-'"
Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian
adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan
kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi
menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian
secara pasif:
a. Pencurian secara aktif
Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain
tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya

menjadi milik orang lain.

2. Unsur-Unsur Pencurian
Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam
beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana
berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang

pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Y R.Soesilo, 1998, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
Bogor, Politea, hlm.249
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Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-
unsurnya sebagai berikut:
1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang
itu dengan melawan hukum (melawan hak). 18
Ad. 1. Perbuatan mengambil
Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang
kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan
jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah
lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti
misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam
botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang
dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.'’
Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang
Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan
kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga
ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini
tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

' R.Soesilo, Op Cit hlm.249
¥ Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung,
Refika Aditama, hlm.15
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Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan
bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain
kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu
dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah

berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang

tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan
hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri
atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu
hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata
berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat
kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang
dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil
jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil
suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang
dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang
dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang
yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan
hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian

tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang
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diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) angka ke-2 KUHPidana yaitu
dilakukan pelaku:

Pada waktu terjadi kebakaran;

Pada waktu terjadi ledakan;

Pada waktu terjadi bahaya banjir;

Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
Pada waktu ada kapal karam;

Pada waktu ada kapal terdampar;

Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
0. Pada waktu terjadi huru hara dan;

1. Pada waktu terjadi bahaya perang.*’

il e N R e

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam
keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96
ayat (3) KUHPidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan
perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur
yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3
KUHPidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam
hari yakni:

1) Di dalam suatu tempat kediaman;

2) Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah

tempat kediaman ataupun

3) Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau

bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.”’

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan

undang-undang dalam Pasal 98 KUPidana ialah waktu antara matahari terbenam

dengan matahari terbit.

P A.F Lamintang, 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan
Cetakan kedua, Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 42
*! Ibid. hlm. 43
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3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian
Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat sebagai berikut:**

a. Pencurian Biasa
Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terdiri:

1) Unsur Subjektif dengan maksud untuk menguasai benda tersebut
secara melawan hukum. Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni
pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als
oogmerk).

2) Unsur-unsur objektif:

a) Hij atau barang siapa;

b) Wegnemen atau mengambil,

c) Eenig goed atau sesuatu benda;

d) Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang
sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

b. Pencurian ringan Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHPidana Pasal
364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih
dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang
dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah
(Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh
ribu rupiah (Rp.250.000,-).

c. Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde) Pencurian dalam
bentuk diperberat (gequalificeerde diestal) adalah bentuk pencurian yang
dirumuskan dalam Pasal 363 KUHPidana baik ayat 1 maupun ayat 2.
Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan
sebagai berikut:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1) Pencurian ternak.
2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

2 Ibid hlm. 45
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kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya
perang.

3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ
yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama.

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

b) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah

satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama

Sembilan tahun.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan
kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang
memberatkan.

Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. Tindak pidana pencurian dalam
keluarga telah diatur di dalam Pasal 367 KUHPidana. Tindak pidana
pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan berupa benda-
benda bergerak milik istri atau suami meraka telah dijadikan klachtdelict

atau delik aduan di dalam Padal 367 ayat (12) KUHPidana.
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BAB III

A. Waktu dan Tempat Penelitian

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli

2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya

perbaikan seminar proposal pertama.

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan

mengambil kasus Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Tabel Kegiatan Skripsi

Keterangan

Bulan
No Kegiatan ;:{)l:*ll?;:l Ma;:e)tl- g uni De;]eulill-ber M;(i)-i]; I St[%;s;ll:)s;r
2018 2018 2019
2|3 2|3
1 | Pengajuan Judul
2 | Seminar Proposal
3 | Penelitian
4 Penulisan dan
Bimbingan Skripsi
5 | Seminar Hasil
6 Pengajuan Berkas
Meja Hijau
7 | Sidang
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B. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang
dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.'
Sumber data yang diperoleh adalah Data Sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlidungan
Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan
ilmiah.

c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analis yaitu
menggambarkan  untuk memberikan data yang seteliti mungkin > yaitu
mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga
dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta
hukum yang terdapat pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui faktor
penyebab anak melakukannya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

'Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UIP. hlm. 8
? Ibidhim. 10
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3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnyalah didukung oleh data-data,
demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh
data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu
buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan
juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
b. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan
dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri
Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi
yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

yaitu Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian
dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan
oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan

kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah
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mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah
analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data
yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk
menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional,
positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan
pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan
kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.?

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian
substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk

mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

3 Syamsul Arifin 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan
Area University Press, hIm. 66
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Akibat hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau
dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No.
67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn adalah pidana penjara selama dua tahun
dikarenakan pelaku anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan.

2. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn
dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah memenuhi
unsur-unsur dalam surat dakwaan yaitu Pasal 365 ayat 1 ke le dan ke2 KUH
Pidana, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan
pelaku  meresahkan  masyarakat dan  merugikan korban  serta
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan

dan belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim
memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak
secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh
hakim agar anak-anak tidak terintimidasi dalam proses peradilan tersebut

serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan dan membuat
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dampak buruk perkembangan anak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Sebaiknya para orang tua mengajarkan anak-anak dan di didik agar
melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berguna bagi pendidikan dan masa
depan anak agar tidak berpengaruh pada anak nakal dan tidak melakukan
kejahatan yang dapat merugikan, serta menanamkan nilai moral dan agama
yang lebih kuat untuk menjaga keimanan bagi setiap anak, sehingga mereka
tidak mudah terbujuk oleh pihak-pihak yang akan menjerumuskan pada suatu
perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Sebaiknya para orang tua harus lebih memperhatikan dan melihat tumbuh
kembang anak-anaknya, juga lebih memperhatikan pergaulan dan tingkah
laku anak-anak mereka agar tidak terjerumus dan masuk kedalam pergaulan
yang tidak baik yang dapat merugikan tumbuh kembang dan masa depan

anak-anak nantinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accéf@d 11/26/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)



DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan
Peradilan (Conterm of Court), Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan
dari Psikologi dan Hukum. Yogyakarta: Liberty,

Amir llyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education.

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, Delik-Delik terhadap
Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court), Jakarta. Sinar
Grafika.

Arief Gosita, 2003, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.
B. Simanjuntak. 2004, Kriminologi. Bandung: Tarsito.

Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta. PT.Raja
Grafindo Persada,

C.S.T Kansil, 1986, Pengantar llmu dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai
Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.

Kartini Kartono, 2004, Psikologi Apnormal, Jakarta: Pradnya Pramitha.

, 2014, Patologi Sosial, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.

Martiman Prodjohamidjojo, 2007, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia, Jakarta. Pradnya Paramita.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Bandung, Refika Aditama.

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak
dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta,
Rajawali Pers.

P.A.F Lamintang, 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan Cetakan kedua, Jakarta. Sinar Grafika.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/26/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)



, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I,
Jakarta. PT.Sinar Grafika.

Ridwan Hasibuan, 2004, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan IImu-Ilmu Forensik,
USU Press, Medan.

R.Soesilo, 1998, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi
Pasal, Bogor, Politea.

Romli Atmasasmita, 2004, Hukum Pidana Anak, Bandung, Armico.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 2003, Anak dan Wanita Dalam Hukum.
Jakarta, LP3S.

Sudarsono.2011, Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.
Soedjono, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung; Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UIP

Syamsul Arifin 2012, Metode Penulisan Karya llmiah dan Penelitian Hukum,
Medan Area University Press.

Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Editama.

Wirjono Prodjodikoro. 2009, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Eresco.

, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
Bandung, Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No.4 Tahun1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/26/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)



	148400082_File 1
	148400082_File 2
	148400082_File 3
	148400082_File 4
	148400082_File 5
	148400082_File 6
	148400082_File 8



